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Abstrak

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbuksan Informast Publik (KIP) pasal peralihan
memenntahkan K1 (Komist Informasi) segera dibentule. Pembentukan KI Provinst paling lambat 2 tahun
sejak peraturan diundangkan, Pemerintah Provins: Kalimantan Selatan mereflekstkan perintah itu dengan
mengeluarkan Peraturun Dagrab Nomor 12 Tohun 2014 tentang KIP, dalam Penyelengaraan Pemerintahan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan mengelunrkan SK (Surar Keputusan) pembentukan K1 Tugas
pokok KI diantaranya memutuskan senghketa informasi publik. Dalam menyelesaikan tugas tersebut
heberapa permasalahan yang diteliti antiura lain bagaimana motivasi masyarakat menggunakan layanan Kl
terhadap penyelesaion sengketa, bagaimana pola komunikasi menyvelesatkin sengketa informasi, dan apa
vung menjodi tantangan K1 dalam mengimplementasikan tugasnva, Tujuan penelinan untuk mengetnhui
motivasi masyarakat menggunakon lavanan K1, pala komunikasi vang dibangin KI, dan tantangan Kl dalam
melaksanakan  tugas menvelesaikan sengketa informasi. Hasil penelitian menunjukkan ; Maotivasi
masyurakal mengeunakan layanan Kl untuk penyelesaian sengketa cukup tingai, don diprediksi terus
meningkat. Tiga pola komunikasi : tertabis, komunikas: langsung dan media baru vang dibangun K1 cukup
tepat, efektif, dan komunikatif dalam menyelesaikan sengketa informasi. Belum siap dan masth rendahnya
kesadaran badan publik terhadap pelaksanaan UL KIP dan terjadinya perbedaan persepsi antara lembaga
penyelesatan sengheta  informas) yakni K1 dengan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) menjadi
untangan utama bagl K1 hingea mendorong K1 sepers mengkomunikasikan dengan  duduk satu meja
membahas secara bersama-sama” penerapan penyelesaian sengketn sesusi dengan ketentuan  vang
dikehendaki ULIKIP

Kata kunci: Komisi Informasi, motivasl, poly, antangun.

Abstrace
Law Niv. T4 af 2008 an the Transparency of Public Information {KIP) of the Trangitional Article nstructs the
KI tlnformation Commission) to be éstaldished immidianely. Extablivlmen of Provineial Informetion
Cammision at least I vears after the law is enacted, The Gavernment of South Kalimantan Province veflects
the arder by issuing Local Regulation No. 2 of 2014, regarding the Transpavency of Public Informarion in
the Provinvial Government of South Kalimanian Province and. issuing SK (Lerer of Decision) af
estabilishment af lformation Commision. The main tasks of Information Commision include: deciding the
aisprute af pudlle nformeation. fn campleting the tasks some of the weent problems examined include: liow the
mativation of the community wsing  Information Commision  services ta dispute resolution, fow
camnptcaion pattecns vesalve information dispates, and what challenses Information Commision in
implementing it's tagk 2. The purpose of the research i to know: community motivation using Information
Coammision service, communication pattern bale By Information Commision, and Infarmation Cammmision
chiallenge In carrving ot the task of resolving information dispute, The rexulty showed: Community
mativation wsing Information Commision services for dispute resolttlon s guite high, and predicted to
increase. 3 (three) compmmication patterns: written, direct communication and new media built Information
Cammizion quite procisely, effecivedy, and commuanicative i vesedving bformation disputes, Not reacdy and
still fow awareness of Public Agency on the implementation of Transparency of Public Information Law and
the woowrrence of differences af perception benveen the dispite settlement of informaionr that is Information
Commision with the Adminisirative Court of the State Adwinisivarive Canrt (KTUN) becomes o mujor
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challenge for K, 1o encowrage Informarion Commision immedtarely commumicare v sitting ane fable
discussing together the same application af dispute resolution in accordance with the reguivements aof the

Transparencyof Public nfarmarion Law

Keywords: Information Commission, mativation, cnd commnication gafteen,

PENDAHULUAN

Hadirnya Undang Undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
merupakan produk hukum yang menjamin  hak
masyarakat untuk mendapatkan  akses informasi
secara terbuka, dan melibatkan mereka melakukan
kontrol dalam proses pembuatan kebijakan serta
pengambilan keputusan. Disamping itu, sebagai
tuntunan terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan
negara dan pemerintahan yang baik. kredibel,
akuntabel, dan dapat dipertanggungiawabkan.

Masduki, (2010} mengatakan UU Keterbukaan
Informasin  Publik (KIP) sebagai sebuah prestasi
bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi, schab
demokrasi dapat terwujud apabila ada kebebasan dan
keterbukaan informasi serta kemerdekaan mengguna-
kan atau menyampaikan informasi. Indonesia
merupakan negara kedua di Asean yang memiliki
Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
setelah Thatland, dan menjadi bagian dan 75 lebih
negara di dunia yang memiliki UU serupa.

Pemerintah Daegrah  Provinst Kalimantan
Selatan merefleksikan UL KIP  térsebut ke dalam
Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Kalimantan
Selatan Nomor 12 tahun 2014 tentang Keterbukaan
informasi Publik (KIP) dalam Penvelengaraan
Pemerintahan Daerah Provins: Kalimantan Selatan.
Perda tersebut berisi 12 Bab 352 Pasal dilengkapi
dengan penjelasan.

Mengimplemtasikan Perda sama halnva dengan .

menerapkan UL KIP vang merupakan pavung hukum
lebih tinggi, karenanvia ketentuan hukum termasuk
aralisis di dalam tulisan im. Perda patut dinpresiasi,
karena diterbitkannya Perda Keterbukaan Informasi
Publik Provinsi menunjukkan suatu keseriusan vang
cukup tinggi dun Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan untuk memalankanb eberapa kebijakan yang
sangat urgen seperti 1) kewajiban badan publik
membangun mental, sikap dan perilaku lembaga
publik apgar lebih transparan. 2) Menvediakan
informasi publik yang akurat, benar, dan tidak
menyesatkan. 3) sebuah jaminan atau  kepastian
hukum bagi setiap orang untuk mendapatkan
informasi dan mengetahui  informasi publik, 4)
menyvebarluaskan informasi publik sesusai dengan
peraturan perundang-undangan,

Boleh jadi. jika di dalam kenyataannya ndak
semua badan publik siap melaksanakan kewajibannya
sebagaimana diatur di dalam UU KIP dan Penda
Nomar 12 tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi
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Publik Provinsi, sementurs tuntutan dan motivas
masyarakat untuk mengetahui, mendapat, dan
menyalin informas: publik semakin tinggi, kondisi
demikian berpotensi terjadinya sengketa informasi.
Jika terjadi sengketa informasi maka pemohon
informasi publik dapat menindaklanjutinya dengan
mengajukan keberatan yang kemudian membawa
kasus tersebut ke Komisi Informasi Publik (KIP)
sebagal lembaga yang memiliki tugas, fungsi dan
kewenangan menyelesatan sengketa informasi publik.

Bab yang mengatur tugas, fungsi dan
kewenangan KI terdapat pada Bab VIII Pasal 40 avat
11) vang berbunyi Komisi Informast Publik Provinsi
bertugns  menerima, memeriksa, dan memuotuskan
penyelesaian sengketa informasi publik di daerah
melalu mediasi dan‘atau ajudikasi nonligitasi. Namun
demikian, tugas dan wewenang Kl tidak akan
terlaksany sebelum K1 dibentuk, karenanya UL KIP
Ketentuan Peralihan Pasal 60 memerintahkan agar K1
segera dibentuk. Untuk K1 Pusat harus sudah dibentuk
selambat-lambatmya | tahun setelah diberlakukannya
UL KIP dan bagi provinsi harus sudah dibentuk paling
lambat 2 tahun sejak diundangkannva Undang-
Undang tersebut.

Menindaklanjuni perintah Undang-undang KIP,
din seiring dengan dikeluarkannya Perda No 12 tahun
2014 tentang Keterbukian Informasi Publik Provins
Kalimantan Selatan pemernntah  dalam  hal
Gubernur Kalimantan Seclatan mengeluarkan Surat
Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Selatan Nomor
188 440391/ KUM/2014 tentang pembentukan dan
Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi
Kalimantan Selutan masa jabatan periode 2014-201 K.
Susuman  keanggotaan Komisi Informasi Provinsi
Kalimantan Selatan berdasarkan SK Gubernur
Kalimantan Selatan tahun 2014-2015 berjumlah 35
orang terdin dari ; Syamsul Ram 5. Ag, M.S1, angeota.
Drs. M Thahir Supiani anggota, Naemi Akbar, S.Pd
MPdAI, Drs. M. Riduan, M.ILKom dan Drs. Tamliha
Harun, SH.M_S1,

Pemilihan ketua, wakil ketua dan beberapa
bidang lainnya dilakukan melalui azas musyawarah
dan hasilnya, terpilih sebagai Ketua K1 : Syamsul Rani,
S.Ag, MSi, Drs. M. Thahir Supiani sebagai Wakil
Ketua, Drs. M. Riduan, M.[LKom Bidang
Kelembagaan, Drs. Tamttha Harun, SH.M.Si. bidang
Penyvelesman Sengketa dan Nazmi Akbar, S.Pd. MPd.1
Bidang Sosialisasi, Edukuysi dan Advokasi,

Sebagammana ketentuan hukum vang berlaku,
penyelesaian sengketa mformasi oleh Kl diselesatkan
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paling lambat 100 hart kerja. Apabila sengketa
informasi tidak dapat diselesaikan di tingkat KI, maka
penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke meja
pengadilan yakni PTUN (Pengadilan Tata Usaha
Negara. Apabila yang digugat Badan Publik non
pemerintah dapat dilajukan ke Pengadilan Negeri
(PN). Selanjutnya, pihak yang tidak menerima putusan
apakah dari PTUN atau pun Pengadilan Negeri mereka
dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA)
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
diterimanya putusan dari PTUN atau PN (Pengadilan
Negeri).

Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana
provinsi lainnya di Indonesia cukup rentan dengan
sengketa  informasi  publik. Sumber KI Provinsi
Kalimantan Selatan menyebutkan sejuk dibentuknys
K1 hingga Maret 2017, sudah ada |1 kasus sengketa
mformasi yang telah ditangani, 7  kasus dapat
diselesaikan secara mediasi, | kasus digugurkan dalam
sidang majelis karena ketidak-hadiran pemohon
informasi tanpa alasan vang jelas, | kasus putusan
ajudikasi dan 2 kasus lngi berlanjut ajudikasi dengan
ke Pengadilan Tata Usaha Negamm (PTUN) karena
salah satu dari yang bersengketa tidak dapat menerima
putusan mediasi maupun proses ajudikasi nonligitasi
dari KL

Disadari, KI Provinsi Kalimantan Selatan
merupakan komisi yang boleh dikatakan relatif baru.
dan kepercayaan masyarakat menggunakan lavanan
Kl untuk penyelesaian senggeta patul untuk
dipertanyakan, Tidak menutup kemungkinan terdapat
tantangan ataupun hambatan untuk penyelesian
sengketa informasi publik. Disamping i, penyele-
saiun sengketa informasi bukan sesuatu yvang mudah
dan sederhana, diperlukan pola komunikasi, dan
kemampuan berkomunikasi vang komunikanf serta
ketrampilan yang memadai dari para komisioner.

Berangkat dari latar belakang di atas
permasalahan vang dikedepankan pada penelitian
adalah : bagaimana persepsi anggota Kl terhadap
motivasi masyarakal menggunakan lavanan Kl untuk
menyelesaikan sengketa mformasi? Bagaimana pola
komunikasi yang ajeg dilakukan KI terhadap
penyelesaian sengketa informasi, dan tantangan atau
hambatan apa saja yang dihadapi Kl  dalam
menyelesaikan sengketa informasi publik. Tujuannya
penclitian untuk mengetahui persepsi anggota KI
terhadap motivasi masvarakat menggunakan layanan
K1, pola komunikasi yang ajeg dilakukan oleh Komisi
Informasi (K1) dalam meyelesaikan sengketa
informasi dan tantangan atau hambatan yang dihadapi
dalam menyelesaikan sengketa informasi,

METODE PENELITIAN
Penelitian 1mi dilakukan dengan menggunakan
metode pendekatan kualitatif. Rosady Ruslan (Azis

(Hartinkngsih]

2015) menjelaskan, pendekatan kualitatif bertujuan
untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum
terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.
Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu
tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap
kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan
kemudian ditarik suats kesimpulan berupa
pemahaman umum tentang kenvataan-kenyataan
tersebut. Penelitian kualitatif  bertujuan melukiskan
secara sistematis dun cernuit tentang  fakta, situasi dan
penstiwa, tidak mencari dan menjelaskan hubungan,
tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi
(Rakhmat 2007).

Moeleong (2006)., mengatakan penelitian
kualitatif’ adalah penclitian vang bermaksud untuk
memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh
subyek penelitan, misalnya periloku, persepsi
tindakan, dan lain sebagainya, secara holistik dengan
cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan buhasa pada
suatu konteks khusus yang alamiah dengan
memunfaatkan metode alamiah, Bogdan dan Bilken
(Waluyo 2014), mengatakan proses analisis data dalam
penelitian  kualitatit adalah proses mencan dan
mengatur secara sisleémitis transkrip interveiw, catatan
di lapangan, dan bahan-bahan lain vang penelin
dapatkan yang kesemuanya itu dikumpulkan untuk
membantu  mempresentasikan penemuan  kepada
orang lain.

Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan :
(1) observasi dengan melakukan pengamatan langsung
terhadap kegiatan KI Provinsi Kalimantan Selatan (2)
Melakukan pengumpulkan data dokumen vang
relevan dengan permasalahan penelitian. (3)
Melakukan wawancara mendalam dengan 3 orang
anggota Kl yang teridri dari : Ketua, Wakil Ketua KI
dan 3 orang Kepala Bidang vang duduk dalam
keanggotaan K.

HASILDANPEMBAHASAN

Motivasi Masyarakat Menggunakan Layanan KI

Undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang
KIP maupun Perda KIPP (Keterbukman Informasi
Publik Provinsi) nemor 12 @ahun 2014 menyvebutkan
bahwa setiap orang berhak mengetahui informasi
publik, berhak menghadiri pertemuan publik yang
terbuka uwntuk umum untuk memperoleh informas:
publik, berhak mendapat salinan informasi publik
melalui permohonan sesuai ketentuan undang-undang,
berhak menyebarluaskan mformasi publik dengan
peraturan perundang-undangan, dan setiap pemohon
informasi berhak mengajukan permintaan informasi
publik

Pada bagian lain, UL KIP Pasal 7 ayat (1) Badan
publik selaku penyedia informasi memiliki kewajiban
menyediakun, memberikan  dan/atau  menerbitkan
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informasi publik yang berada di bawah kewe-
nangannya kepada pemohon informasi. selain
informasi yang dikecualikan, Ayat (2) badan pubhik
wajib menvediakan informasi publik vang akurat,
benar, dan tidak menyesatkan.

Untuk mendapatkan hak memperoleh informasi
badan publik memiliki alur standar layanan informas:
seperti ada pengajuan permohonan informasi ke Badan
publik vang dalam hal ini Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID), yang menjadi permasalahan
ketika informasi publik vang diminta oleh pemohon
ditolak atau tidak ditangpam oleh badan publik, yang
kemudian pemohon informasi mengajukan keberatan
atau ketidakpuasannya terhadap informasi yang
dibutihkan,

Setiap pemohon  informasi vang keberatan
ataupun merasa ketidakpuasan atas layanan informasi
oleh badun publik vang berakibat pada sengketa
informasi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan
permohonan penvelesaian sengketa informasi ke
Komist Informasi (K1)

Pembentukan K1 di Povinsi Kalimantan Selatan
yang merupakan lembaga mandin dan berfungsi
menctima, meneriksa dan memutuskan  sengkata
informasi publik di daersh melalui mediasi atau
ajudikasi nonligitasi dapat dikatakan relanf baru
Sekalipun demikian, animo atay motivasi masyarakat
di Kalimantan Selatan untuk menggunakan layanan Kl
dalam hal menyelesaikan kasus sengketa informasi
publik cukup tinggi dan cenderungan meningkat
datam setiap tahunnya. Data tersebut dapat diketahui
melalut pernyataan Komisi Infermsi berikut:

Ketua K1 Provinsi Kalimantan Selatan Syamsul
Rani "menyatakan di tahun pertama yakni pada tahun
2015 hanva ada 2 (kasus) kasus sengketa mformasi

vang penyelesatannya menggunakan layanan K1 vakni
antara :{ 1) kasus persidangan Ketua Panwaslih Tanah
Bumbu (Lukmanul Hakim dengan KPU Tanah
Bumbu, (2) Kasus persidangan antara Muhith Afif
Syam Harapan dengan Dinas Pekenjaan Umum
Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2016
meningkat cukup signifikan menjadi 5 sengketa
informasi publik yang meliputi Kasus persidangan
atara (1) Muhith Afift Svam Harahap dengan PLN
Kalteng, (2) kasus persidangan Faizal dengan BP2TP
Banjarmasin. (3) Kasus persidangan antara Muhith
Afif dengan Diknas Prov Kasel, (4) kasus persidangan
Muhith Afif dengan PDAM Bandarmasih dan (35)
kasus persidangan Sofyan Noor dengan BPN Kota
Banjarmasin.

Pada tabun 2017 ada 7 kasus terdin dari : (1)
Kasus persidangan Masraian Noor (LSM) dengan
Direktur Rumah sakit H. Abdul Aziz Marabahan, (2)
kasus persidangan Masnan Noor  (LSM) dengan
Dircktur Rumah Sakit Ansyari Saleh Banjarmasin, (4)
kasus persidangan Masrian Noor dengan Dinas PU
Marabahan, (4) kasus persidangan Masrian Noor
dengan Dinas PU Tanah Laut, (3}, Kasus persidangan
Masrian Noor dengan BLHD (Dinas Lingkungan
Hidup Daerah) Tabaleng (6) kasus persidangan
Masrian Noor dengan Direktur Rumah Sakat Idaman
Banjarbaru dan (7) kasus persidangun Masrian Noor
dengan Kepsla SMA 2 Banjarbaru. Untuk  lebih
jelasnya peningkatan permohonan  penyelesaian
sengketa informasi publik  menggumakan layanan Kl
dapat dilihat pada Tabel | di bawah.

Data mengindikasikan keberadaan K1 di
Provinsi Kalimantan Selatan sekalipun relatif baru
namun tidak bisa dipanddang sebelah mata dan oleh

Tabel 1. Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik menggunakan layanan Kl

NO.

NO  KASUS tgl SENG il INEOEA ARG KET
KETA Sidang !
1. Balinan Duota
Kasis Dukungan Calon
Persidanvan Perseorangan untul; P,
Pariwaslih ) (Binlun Ejurmil-’\ﬁukil ] desiiot
Tanah Bumbu upati Julur Independen A
I { Lukmanul 18:-09-13 R Ix 2. Salinan Hasil ﬂ:f;;':
Hakim}) dan Rekapitulasi Daftar =
KPU Tanah Pemilih Sementara (DPS)
Bumbu perkecamatan (Al.2-
KWK}
Sx sidang 1. Perfanjian Kerja sama
. atol kontrak kerjo amtard
VIS Dinis Pekerjoun Lmum
1-Dec-15
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Pendudkin vang merinci
hal-hal sebagut berikut: .

(Hartmsgai)
22-Dec-15  pemenang lelang

{pelaksana pekerjaan)

dan addendum perjanjian

kerjasuma atau kontak
Kasus T-Jan-16  kerja berkaitan dengan
Persidungan pekerjann pembangunan
Muhith ARF gudung Kantor Samsat Proses di
Syam Harahap Banjarmasin (2013-2014)  PTUN,

2 dan Dinas 19-Nov-13 (0002 2, Perjunjian Kerja sama selesai &
Pekerjaan atau kontrak kerja antara  Ingkrah
Lrmum Dinas Pekerjaan Umum
Provins Prov Kal-Sel dengan
KalSel pemenang lelang

{pelaksana pekerjaan)
26-Jun-16 dan addendum perjanjian
kerjasama atau kontak
kerja berkaitan dengan
Pengadaan dan
Pemasangan Pipa Alr
Minum Banjur Bakula
Tahap 1 (2015}
|.PLN
kantor unit wilayah muona
3x siding vang melaksanakan
rapat-rapat pengadaan
Kasus mesin FL'_FU ﬂ: ST A5
Persidangin i(ﬂlsccl unit 1,2, 3 dan 4 Selesai
. Muhith ARF 2PN dengan
3 5 ; 4-Feb-16 00003 kantor/unit/ wilayah mana :
yam Harahap : i, persidangan
dan PLN 4-Fepiyg YEPBMEEkRmN
Kalselteng pengadaan mesin PLTU
Asam-asam unit 1. 2, 3
dan 4
|R-Feb-16 3. Spesifikast mesin
ya e PLTU Asam -asam umt 1,
25-Feb-16 2 3 dan 4
o Ix sidang Selesai
?::;luﬁn LL Data Dokumen [MB alas dengan

4 BPITPM 24-Feb-16 ATHINIERS nama Yohanes Zakaria proses
Kﬂ!ﬂ 24-Fih-16 Tan I.Idil‘ej& mediasi
Banjarmasin

2x sidang |. Laporan Realisasi
- Fisik dan Kevuangan
9. un-16  Tahun Anggaran 2074
dan 2015.di Dinas
Pendidikan vang meringi
|6-Jun-16  hal-hal sebagai berikut: o
. Program; b, Kegiatan; ¢, Bibatalkan,
B A, Permohonan
Persidangan 2, Dokumen Pelaksana 2 X persi-
s MubERAR g9 junia6 00005 £nggsrin (IRA) dangan
inas dun’atou Rencana Kerja tidak badir
Pendidikan Anggaran (RKA) Tahun '
Prov kalsel Angearan 2016 di Dinas
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Program; b. Kegittan; ¢
Anggaran yang
disediakan untuk
melaksanakan
program/kegiatan

1. Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan
Tahun Angparan 2014
dan 2015 di PDAM
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by sidang Bandarmasih yang
merinct hal-hal sebugai
berikut: a. Program; b.
Kegratan; ¢. Anggaran.
2. Rencana Ketja
K isus Anggurim {RKA{Tnhun Selesai
: Angadran 2016 di
Eeticenia , PDAM Bandarmasih dengan
;lgil [\Tm 19- Mei-16 00006 , Sing r|1_ari'nf:'r hal-hal E::E‘; i
Hurdesiinath 19- Mei-16  sehagai herkut: .
g, Program; b, Kegiatan;
c. Anggaran yiang
ihsediakan untuk
melaksanakan
progrom keoiatan
3. Bagi hasil/profit
sharing tahun 2014 dan
201 5 antara PDAM
Bandarmasih dengan
stakeholder,
I sidung L S;{KT }'ﬂnﬁ
mendasan terbitnya
?:;l':zﬂngﬂ N THev-16 pembuatan Sertifikat No,
Sufyvan Noar, 2243 (amiggal 14 :
S Sos dan T.Nov-16 00007  I4-Now-lg September 2007) atus i
Kepala BPN niama Ertopo Dwivogo PTUN
iCind "_-:nlpauwut, SHT —
| 1 2, Pertulaon Tamah' qsi
Hbanriagn 22-Nov-16  usul perolehan tanah
yang bersangkutan.
1. salinan Informas:
|x sidang  RKAS Tahun Ajaran
2013-2016
2. Salinan Informasi
Nama Siswa yang
menerima KIP
Kasus Tahun215-2016
Persidangan 1R Jaruart 3. Salinan Informasi Selesii
Masrian Noor 201 ?' Nama Siswa Peserm Rk
o Sdan-l7 00008 Ik Daru yeng oses
KNIPPB) dan berkaitan dengan Bina ﬁl ediasi
Kepala SMA Lidgkungan Tahun 2013-
WNegeri 2 2016
Banjarmasin 4. Salinan

Aturan/Dokumen yang
Mengatur tentang
Penerimann Peserts
Didik Baru yung
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(Hartiningsin]
berkaitan dengan Bina
Lingkungan
Ix sidang 1. Salinan Kontrak
2. Salinun Rencana
Angoaran Belanja (RAB)
3. Salinan Harga
Prakiraan Sendini (HPS)
3
Kistts Fe‘t;;u = 4. Salinan Berita Acarn
Persidangan 2017 Pemeriksaan Barang ——
e esai
!*ul_[a;‘_u.nan Noar 5. Salinan Berita Acara dengan
g \SM k17 00000 Serah Terima Barang roses
KMNIPPB) d - P
DI an 6. Sualinan Sertifikat medin
Direktur Keahlian Pengadaan s
EBL'DI_h Barang/Jasa
amparbary 7. Sulinan Syarat
Kualifikasi
1. Salinan dokumen
Analisis Dampak
Lingkungan (AMDAL)
K usus Pabrik Semen PT. Conch
Persidangar Ix sidang Redg melput 'ru.-.lng <
Masring Nog: dan permukaan air, .
(LSM pengadann baru bara, Selesai
: Pembangkit Tenaga dengan
KNJPPB ) £
1 Kc;nln D:I'md:: 10-Mar-17 oo 10 Listrik Tenaga Llap proses
Lingkungan (PLTL, dan Pabrik; media
Hidup eks 2. Penjelasan terkait 51
BLHD 10 Marer  Pabrik Semen PT. Conch
Kab. Tabalong 2017  yangmasik _
mengeunakan air sungaj
Jaing, sedangkan {jin
AMDALnya
menggunakan air tanah.
2x sidang 1. Salinan kontrak;
2. Salinan Rencans
Anggaran Belanja
Rasi i3 Su!i'r;l.un Hasil
Persidang '
Mosrian Moor Perkiraan Sendiri (HPS), .
(LSM 22 Maret 4. Salinan Berita Acara &fﬂ;sua;
e b ¥ L&
Il KNIPPB)dan  22-Mar-17 00011 27 Penteikees Becang: proses
Fiabin 3. Salman Berita Acara M
- Serah Terima Barang: mecka
RSUD H. sl el si
Abdul Azis 39 Maret f. Sull_nan Sertifikar
Mershabiin 2017 Keahlin Pengadoan

Barang Jasa

vang dimiliki PPK. dan
7. Salinan dokumen
lnmyva
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[. Salinan kontrak:
2. Salinan Bencana

. dibatalkan
Angoaran Belanju 4
3. Salinan Hasil : .
i e . bertka
Penf.h;langan Perkiraan Sendiri (HPS): E:Frm;il n
v 4, Salinan Berita Acurt  gobaium
12 ;(N.TPPB} dan 00012 Pometiamn BRERS prosss
®  RSUD - 5. Salinan Berita Acara sidang
Moch A .‘h - Seeah Terima Barong; ajudikasi
i 6. Salinan Sertifikat
i}ﬂ:.am“i“ Keahlian Pengadaan
1 Barang/Jasa
vanz dimiliki PPK, dan
7. Salinan dokumen
lainnya.
Ix sidung 1. Salinan kontrak;
2. Salinan Rencana Silssai
Anggﬂl.‘illl Belanja dengan
(RAB): proses
Kasus 3. Salinan Hasil Hindiies
Persidangon Perkirnan Sendiri (HPS),
Masrian Noor 31 Mei 4. Sulinan Laporan
(LS5M ik Bulanan Propres
13 gNopPBydan - Mey-17 00013 WV pkerjaan:
Dinas PU 5. Salinan Berita Acara
Kabupaten Serah Terima Pekerjaan;
Batola 6. Salinan Sertifikat
Keahlian Pengadaan
Borang/lasa
7. Salinan syirat
kualifikasi.
|. Salinan kontrak;
2. Salinan Rencana
Kasus Anggaran Belanja
Persidangan 1RAE.]'. E e
Yinsiian Noor 3. Salinan Spesifikus
L[LSM Teknis dan Gambar
l-“' KN.TFFB]‘ :l.un 2-Jun-17 UHU |.4 4 Sﬂ-llnﬂﬂ Ltmr&n
Dinas PU ngn!h Fl:k{_‘!‘jlaﬂl‘!:
Kabupaten 5. Salinan Bertia Acara
Tanah Lt Serah Terima Pekearjaan,

f. Salinan Sertifikin
Keahlian Pengadaan
Hurang Jasg

Sumber: Kl Provinsi Kalimantan Selatan
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masyarakat cukup potensial untuk mendapatkan solusi
penvelesaian sengketa informasi. Hal tersebut
dibarengi pula dengan semakmn tingzinya kemgman
masyarakal untuk mengetahui, mendapatkan
informasi publik dan partisipasi melakukan
pengawasan publik terhadap jalannya pembangunan.

Indikasi lain bahwe motivasi K1 dikatakan
cukup potensial dapat dicermati pula dengan data
domisili pengajusn permohenan penyelesaian
persenghetaan  informasi publik  antara  pemohon
informasi dengan Badan Publik ndak saja berasal dani
Kota Banjammasin yvang merupakan lokasi terdekat
dengan Sekretariat Kl melainkan juga dan berbagai
kabupaten bahkan ada vang berasal dari  Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Tabalong. Unsur
pemohon vang bersengketapun bukean saja dan
kalangan LSM dengan badan publik, tetapi juga dari
pemohon (masyarakat biasa) stasnama pribadi.

Dikethui  depgan keberadaan K1 Provinsi
Kalimantan Selatan, KI Provinsi Kalimantan Selatan
tidak saja dianggap sebagai wadah memediasi
sengketa informasi publik antara permohonan dengan
badan publik, melainkan juga sebagar  wadah
bonsultasi masyarakat sebelum melanjutkan kasus
layanan informasi ke meja sidang mediasi atau
gjudikasi, Dari hasil konsultasi para  pemohon
informasi ada yang terus melanjutkan ke permohonan
penyelesaiun sengkata informasi, namun tidak sedikit
pula yang mengurungkan niatnya dengan berbagai
alasan seperti tidak mau susah payah memperpanjang
masalah.

Realitas yang demikian mengindikasikan
bahwa Komisioner KI Provinsi Kalimantan Selatan
dianggap masyarakat sebhagai lembaga vang mampu
menjulankan tugas dan wewenangnva schagaimana
yang dikehendaki oleh peraturan perundang-
undangan. Disamping itu, mencerminkan komisioner
K1 memiliki kemampuan dan cakap dalam menjem-
batani kasus sengketa informasi publik yang terjadi
antara pemohon  informasi dengan badan  publik
sehagai termohon.

Temuan tersebut berbeda dengan hasil temuan
penclitian vang dilakukan Remowati (2012), pada KI
Pusat yang menyebutkan, bahwa keberadaan Komisi
Informasi Pusat belum sepenubhnya melaksanakan
fungsinya, bahkan dalam beberapa tindakan
cenderung mengharmbat dan juga menghalangi hak
masyarakat untuk mendapatkan informasi. Komisi
informasi Pusat telah gagal memenuhi kewajibannya
untuk memberikan layanan informasi publik vang baik
melalui prosedur permohonan dan juga lalai dalam
memenuhi kewajibannya untuk mengumumkin secara
berkala informasi publik vang ada dalam
penguasaannyy. Selain itu, add hambatan  dalam
menangani penyelesaian sengketa informasi publik
vang dischabkan oleh tidak kompetennya dan nidak

{Hatiningain]

cukup kemampuannya para Komisioner Komisi
Informasi Publik Pusat dalam menjalankan tugasnya
sebagal mediator dan atau ajudikator,

Satu hal yang juga patut disinggung dan menjadi
gnalisis dalom tulisan im ada fakior budayva vang
hampir melekat pada masyarakat Banjar atau
Kalimantan Selatan adalah budava akur, tenggang rasa
vang tinggi, suka musyawarah di dalam
menyelesaikan permasalah, kecuali terpaksa,
permasalahan vang dihadapi sangat fatal, dan
menemui jalan buntu baru permasalahan berlanjut ke
pengadiluan,

Pola komunikasi Permohonan Sengketa Informasi

Pola komunikasi diartikan sebagal suatu
kebiasaan yang ajeg dilakukan oleh seseorang atau
sekelompok masyarakat dalam berkomunikasi. Ketua
Komisi Informasi Provinsi Kelimantan Selatan
Syamsul Rani didampingi bidang Kelembagaan
Riduansyah dan bidang Penyelesaian Sengketa
[nformasi Thamliha Harun menyebutkan: 3 (tiga) pola
komunikasi yang dibangun Kl untuk penyelesaian
sengkets informasi, yakni untuk mengajukan
permohonan penyelesaian sengketa dapat dilakukan
melalui persuratan manual, Komunikasi langsung, dan
komunikasi menggunakan media baru intemet dengan
e-muttl vakm Simsi (Sistem Informasi Manajemen
Sengketa Informasi). a untuk kemudian diproses
sebagaimana pengajuan penyelesaian sengketa
melalui persuratan atsupun melalui media internet.
Riduansyah Bidang Kelembagaan, menjelaskan
stapapun yang datang dan pola komunikasi yang
bagarmanapun vang dibawa/ dikirimkan oleh
pemaohon penvelesaian sengketa  informisi entah
tertulis, e-mail atau penjelasan langsung ke pihak K1
semuanya diterima oleh KL, sepanjang  didukung
kelengkapan berkas atau barang bukti, misal buku
penolakan dari Badan Publik  atas permohonan
informasi yang diminta.

Tiga (3) pola komunikasi yang tersedia di Kl
memberikan makna bahwa K1 telah mengakomodir,
mengantisipasi dan mengikuti perkembangan
kemajuan zaman. Pola komunikasi dalam lingkup
tindakan komunikasi sangat tergantung pada
kKebiasaan, kemampuan dan Kenyamanan personal,
kelompok dan kebiasaan masyarakat luas, Dalam
pembuatan laporan pola komunikasi tertulis
merupakan hal yang lumrah, namun di ¢ra globalisasi
dengan perkembangan TIK semakin maju dan
penggunaannya oleh sebagian orang sangat familiar.
maka tidak menuwtup kemungkinan akses melalu
media baru dianggap lebih mudah, cepat, hemat. Bagi
mereka vang melek TIK sudah jelas memanfaatkan
media tersebut untuk melakukan  komunikasi dan
informasi. Apalagi mereka yvang tinggal jauh dari
kantor K1, komunikasi melalui TIK pasti dirasakan
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cukup membantil

~ Namun demikian, patut disadari sekalipun
dunia TIK begitu pesat. namun masyarakat
Kalimantan Selatan belum begitu terbiasa dengan
memanfaatkan media bary seperti email sebagai
sarana mengajukan permehonan penyelesaian
sengketa dan tidak semua pemohon informasi pula
yang mampu baca twlis atau memiliki kondisi pisik
vang sempurna (disabilitas). Oleh karena i, langkah
Kl memberikan kesempatan yang sama terhadap
pemohon penyelesaian sengketa hanya dengan
komunikasi tatap muka langsung tetap mereka layani,
dengan selalu didampingi oleh anggota Kl sebagai
pencatat semua keterangan vang dikemukakan
pemonhon. Her Knstianto ( 1999) menyatakan pola-
pola komunikasi tidak dapat dilepasksn dari struktur
sosial dan kebiaspan yang terdapat di dalam
masyarakat. Ada wvang lebih percaya dengan
persuratan, bermedia, dan ada vang menyukai dengan
tatap muka (komunikasi langsung),

Dalam catatan KT bahwa sejak KI dibentuk
sampai dengan sekarang ini berjalan 3 tahun,
permohonan penyelesaian sengketa informasi melalu
pola komunikasi dengan menggunakan media baru
TIK (email) hanva pernah dilakukan oleh 1 orang
pemohon. Masyarakat sepertinya lebih puas dan
merasa sangatl yvakin diproses jika melalul persuratan
manual. Namun kedepan seiring dengan perkem-
bangan TIK yang semakin pesat bisa jadi pemohon
informasi justru lebih banyvak menggunakan e-mail
yang tauh lebih praktis baik dan segi wak, 1anaga
maupun biayva.

Di dalam ilmu komunikasi, pola komunikasi
tertulis ( persuratan) atau komunuikasi media nirmassa
Alo Liliweri (1991) menvatakan memiliki kelebihan
namun juga kekurangan. Kelebihan dari komunikasi
tertulis antara lain dapat mempelajari materi secarm
seksama, dapat menyusun dan mengolah (mengorga-
nisir) data, surat permohonan dapat dijadikan sebagai
data otentik yang memiliki kekuatan hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan, menunjukkan kese-
riusan. Pemohon mbformasi membawa kasus sengheta
ke ranah Komisi Informasi, dan yang paling urgen
memudahkan K1 untuk mervmuskan dan menarik
garis simpulian sementara yang dapat dijadikan bahan
musyawarah untuk pengambilan keputusan sidang.
Dalam persengketaan informasi, KI ditantang harus
memiliki kemampuan bertindak sebagai mediator
vang menjembatant, memediasi dan memotivasi agar
kedua belah pihak yang bersengketa. dapat
menyelesaikan kasusnya secara sukareln, Keku-
rungannyva antara lain berkas permohonan maupun
data dukung lainoyva menjadi tumpukan berkas vang
memerlukan sarana sebagai  bahan  penyimpanan
bahan (arsip).

Menurut Udi Rusadi (1999}, semus pola
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komunikasi memiliki potensinya masing-masing,
komunikasi tertulis misalnya memerlukan persiapan
dan pertimbangan vang lebth cermat dan melibatkan
unsur-unsur pemikiran. Demikian juga pembacanya,
memiliki peluang yang lebih banyak dalam
mencermati isi, memikirkan maksud 1sinya yang lebih
rastonal. Pola komunikasi media baru memberikan
kepuasan kepada pengguna media karena akses
informasi dapat dicapat lebih muodah, cepat dan murah.
Pola komunikasi langsung jauh lebih efektif
dibandingkan komunikasi melalui media massa,
kareny efeknya dapat terlibal secara langsung,

Pola komunikasi dalam lingkup tindakan
komunikasi mencakup lingkup mikro dan lingkup
makro. Tindak komunikasi dalam lingkup mikro. akan
meliputi kebiasaan kebiasaan para partisipan dalam
berkomunikasi dilihat dan lingkup proses, vaitu siapa
mengatakan apa, kepada stapa, dengan saluran apa dan
efeknya bagaimana (Harold D Laswell). Dalam
lingkup makro pola koomunikasi merupekan bagian
dari sistem yung lebih Juas. Dalam tutatan praktik
berkomuniaksi peranan media menjadi fakior penting
dalam menentukan arah polanya. Kecenderungan
vang mapan bagl seseorang atau sekelompok dalam
menggunakan media memiliki latar belakang vang
komplek, tdak saja terkant pada latar personal tetapi
juga latar sosial, budaya dan politik. Karakteristik
media itu sendiri memberi makna dalam karakteristik
keterlibatan perangkat personal manusia, seperti
pikiran, dan emosi, sehingga dapat dikatakan bahwa
karakteristik media cara-cara manusia berkomumikasi.
Selain faktor media, pola komunikasi yang terjadi
terkait pada karateristik personal dan sosal.
Karakteristik personal terkatt dengan kogmisi, sikap
dan perilaky indvidu dolam suatu masyarakat,
Sedangkan karakteristik sosial meliputi ancka ragam
konteks kemasyarakatan, ini akan dicerminkan oleh
pranata yang hidup dalam masvarakat dan diacu oleh
suatu struktur masyarakat. Struktur masyarakat inilah
skan mempengaruhi interaksi para  anggotanya
bahkan menjadi terpola.

Pola Komunikasi Dalam Persidangan Sengketa
Pada data scbelumnya disebutkan bahwa
terdapat 11 kasus penyelesaian sengketa informasi
publik yang ditangani oleh K1 Provionsi Kalimantan
Selatan selama 3 tahun berjalan sejak dibentuk, 7
{tujuh) kasus dapat diselesaikan di meja mediasi, Ke
7 (twjuh) kasus tersebut meliputi © (1) persengketaan
informasi antara Komite Nasional Jaring Politisi dan
Pimpinan Bersih : Masnan Noor, Tugimin dan Ahmad
Faridan dengan Direktur RSU (Rumah Sakit Umum)
ldaman Kota Banjarbaru dengan maten sengketa
salinan kontrak, salinan Rencana Anggaran Belanja
{RARB), salinan harga prakiraan sendiri (HPS), salinan
berity acara pemeriksaan barang, salinan berita acara
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serah terima barang, salinan sertifikat keahhan
pengadaan barang/jasa dan salinan svarat kualifikasi
(2) Sengketa informasi antara Achmad Fauzal warga
S.Parman Kota Banjarmasin dengan Kepala BP2TPM
dengan materi kasus sengketa Dokumen lzin
Mendirikan Bangunan (IMB). (3) Sengketa informasi
antara Komite Nasional Jaringan Politisi dan Pimpinin
Bersih (Masrian Noor) dengan Kepala Sekolah SMA 2
Banjarmasin, dengan materi sengketa : salinan
mformasi RKAS tahun ajaran 2013-2016, salinan
mformasi nama siswa yang menerima KIP tahun 201 5-
2016, salinan nama siswa peserta didik baru yang
berkaitan dengan bina lingkungan tahun 2013-2016,
dan salinan aturan/dokumen yang mengatur tentang
penerimaan peserta didik baru yang berkaitan dengin
bina lingkungan. (4) Sengketa Informasi antarn
Panwaslih Kabupaten Tanah Bumbu dengan KPU
Kabupaten Tanah Bumbu dalam kasus yang
disengketakan berita acars hasil penelitian
admimstrasi : BA 3.2 KWK (Berita Acara Hasil
Faktual). Dan B.I-KWK (data pemilih) (5) Sengketa
informasi antara Mahith Afif Syam Harahap dengan
Direktur PDAM Bandarmasih. Materi kasus vang
disengketakan proyek pengadaan pipa, malah bagi
hasil dengan stokeholder dan realiasi anggaran tuhun
2014-2015 serta rencana kerja tahun anggaran 2016,
(6) Sengketa informasi antara Komite Nasional Jaring
Politisi dan Pimpinan Bersih dengan Kepala Badan
Lingkungan Hidup Daerah, Materi sengketa masaluh :
salinan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal)
pabrik semen PT. Conch yang meliputi bangunan, dan
permukaan air, pengadaan baru bara. pembangkit
tenaga listrik tenaga uap dan pabrik, dan penjelasan
terkait pabrik semen PT Conch yang masih
mengzunakan air sungai jaing, sedangkan ijin
Amdalnya menggunakan air tanah. Ddn (7) Sengketa
antara Komite Nasioan! Jaring Peliusi dan Pemimpin
Bersih dengan Dirgktur RSUD H. Abdul Aziz
Marabahan dengan informasi vang dimohonkan
meliputi © Salinan kontrak, salinun RAB), Salinan
Hasil Perkiraan Sendin (HPS), Salinan Berita Acara
Pemeriksaan barang. Salinan Berita Acara Serah
Terima Barang, Salinan Sertifikat Keahlian Pengadaan
Barang dan Jasa yang dimiliki PPK dan Salinan
dokumen lainnya. (8) Kasus sengketa informasi yang
digugurkan oleh Majelis karena  ketidakhadiran
pemohon tanpa alasan yvang jelas gugur berarti sama
dengan ajudikasi nonligitasi. Kasus S1 vang
digugurkan Kl meliputi permasalahan antara Muhith
Afif warga Kabupaten Banjar dengan Kepala Dinas
pendidikan Provinsi Kalimantan Selatun dengan
materi sengkets dokumen pelaksanaan anggaran
(DPA) dan/atau Renciana kerja Anggaran (RKA) tahun
anggaran 2016 di Diknas dengan rincian hal-hal : a.
Program; b. Kegiatan: c. anggaran yang disediakan
untuk melaksanakan progrum/kematan. (9) Kasus

{Hartiningsit

sengheta selesmi di meja ajudikasi nonligitasi yakni :
Sengketa informasit  antara Muhith Afif dengan
General Manager PT PLN (Pesero) Wilayah Kalsel-
Teng. Materi yang disengketakan : PLN wilayah mana
vang melaksanakan rapat-rapat pengadaan mesin
PLTU Asam-asam Kalsel umit 1,23 dan 4. (10)
Perselisihan atau sengketa informasi antara Sofvan
Noor dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kota
Banjarmasin. Materi sengketa adalah SKKT yang
mendasan terbitnya pembuatan sertifikat nomor 2243
pada 18 September 2007 dan materi pertalaan
tanah/asal usul perolehan tanah., Dan (11) Sengketa
informasi antara Muhith AfC dengan Dinas Pekegaan
Umum Pemermtah Provinsi Kalimantan  Selatan
dengan materi informasi yang dimohonkan berkaitan
dengan pembangunan gedung/kantor Samsat
Banjarmasin (2013-2014) dun Pengadaan pemasangan
Pipa Air Minum Banjar Bakula Tahap [{2015).

Tiga diantara sekian kasus sengketa informasi
publik yang oleh majelis sidang komisioner
diputuskan dengan putusan ajudikasi noenligitasi,
yakni kasus antara Muhit Afif dengan General Manejer
PT PLN (Pesero) Banjarbaru  wilavah Kalsel-Teng.
Menurut Ketwa KI Samsul Rani, informan, Wakil
Ketua M. Thahir Supiani, H.M. Riduansyah Bidang
Kelembagaan, H Thamliha Harun. Bidang
Penyelesaian  Sengketa Informasi. Nazmi Akbar.
Bidang Sosialisasi, Edukuasi, dan Advokasi, kasus
antara Muhit Afif ini dapat diselesaikan oleh Komisi
informasi Pusat karena merupakan kewenangan Pusat
dan dua matert lainnya merupakan informasi yang
belum dikuasa sehingga tidak ada kewajiban Badan
Publik untuk memberikan informasi 1ersebut kepada
pemohon informasi. Sementara 2 (dua) kasus sengketa
mformasi publik lamnya yang oleh K1 diputuskan
dengan putusan sjudikasi nonligitasi, dan karena
pemohon informasi tidak tidak memiliki kepuasan
dengan hasil akhir dari putusan Kl maka kasusnya
dilanjutkan ke Lembaga Pengadilan Tata Usaha
Negara. yakmi kasus antara Sopyan Noordengan BPN
Kota Banjurmasin dan kasus antara Muhit Afif dengan
Dinas Pekerjaun Umum Provinsi Kalimantan Selatan,

Pola Komunikasi wvang berfaku di dalam
persidangan selaku dilakukan dengan pola komunikasi
langsung dan terbuka untuk umum atau lebih dikenal
dengan komunikasi antarpersonal, Thamitha Harun
menjelaskan "bahwa pola komunikasi informasi yang
dibangun Kl dalam persidangan SI berbeda dengan
pola komunikasi ketika pemanggilan terhadap
pemohon maupun termohon penyelesaian sengketa
informasi vang kepada pemohon maupun termohon
informausi dilakukan pemanggilan  pola komunikusi
tertulis, e-mail ataupun telepon scluler. Pola
komunikasi di dalam persidangan bersifit langsung,
terbuka dan dialogis”™. Antara pemohon informasi
dengan termohon (badan publik) ataupun para kuasa
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hukumnyva dihadapkan dalam sebuah ruang sidang
vang satu sama lain saling berhadapan. dan satu sama
Jairt harus saling menaati tata tertib selama persidangan
herlangsung. Oleh komisioner sidang, antar pemohon
informasi dan termohon saling berinteraksi apa dan
bagaimana sesungghnya hingga scbuah informasi
menjadi suatu persengketaan. Antar kedua pihak saling
berargumen dan dari pihak KI pun aktif menanyakan
pengetahuan kedua pihak tentang hak dan kewajiban
mercka masing-masing sebagaimana yang diatur di
dalam UU KIP atan Perda nomor 12 tahun 2014
tentang KIPP. Dari pola komunikasi langsung ini pula
kata Katua KI Syamsul Rani menyatakan dapat terlibat
apakah badan publik memahami dan memiliki
kesadaran untuk memenuhi kewajibannya berupa
memberikan, menyediakan informasi kepada publik
dan sudah bersikap transpansi atau belum.

Mengungkapkan data mformasi publik secara
jujur di ruang sidang sesuai dengan informasi yang
difnginkan oleh pemohon informasi sepertinya masih
merupakan beban bagi badan publik dan sepertinya
ada suaty kekhawatiran jika informasi yang dimiliki
disebarluaskan untuk umum. Hal ini dibutikan dengan
permintaan badan publik berupa pernyataan tertulis di
atas materai untuk tidak menyalahgunakan informasi
vang diberikan oleh badan publik.

Wakil Ketua KI dan M. Thahir Supiani, Nazmi
Akbar, mengatakan “Untuk memediasi senghketa
informasi K1 selalu berupava maksimal dengan
menciptakan komunikasi terbuka baik kepada
pemohon informasi maupun termohon (badan publik)
dengan memberikan saling pengertian @ 1) Badan
Publik memiliki kewajiban mengakses informasi
publik dan wajib memberikan informasi publik kepada
setiap pemohon informasi. Pemohon informasi pun
ketika melakukan permohon informasi publik wajib
menaati prosuder yang berlaku”™ 2) Memberikan
nasihat, dalam sengketa informasi, putusan mediasi
merupikan cara penyelesaian sengketa yang tidak
banyak menguras tenaga, biaya, cepat dan mudah dan
yang sangal penting lagi putusan mediasi itu tetap dan
mengikat. Dengan memberikan masukan pengertian.
pemahaman dan penyadaran kepadn pemohon dan
termohon informasi seperti iitu dimaksudkan agar
kedua belah pihak yang bersengketa bisa saling
berpikir jernih dan kedua belah pihak taat pada aturan
hukum™,

Pola komunikasi langsung (sidang terbuka)
yang dibangun Kl cukup potensial mengginng
sengketa kepada dinamika penyelesaian yang damai
dan permufakatan yang elegun. Komunikasi langsung
bersifat persuasif mampu melemahkan ego  dan
memahami posisi masing-masing dengan kata lain,
teori imiplementasi yang mengajarkan kebijakan akan
terimplementasi/efektif akan terlaksana, jika para
pembuat keputusan mengetahui mengenal apa yang
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akan mereka kerjakan. Komunikasi dan informasi
yang baik merupakan kunci pengim-plementasian
kebijakan, Salah satu implementasi yang dilakukan KI
sebelum memulai sidang, Majelis komisioner
memberikan pengarahan terlebih dahulu dan
memberikan saran-saran untuk dapat menyelesaikan
sengketa informasi secara musyawarah atas kerelaan
bersama, Mengingat kalau tidak diselesaikan dengan
cara dimusyawarahkan atau disepakati atas kerelaan
bersama dampaknya cukup besar antara lain, rugi
waktu, teniaga dan dana.

Komunikasi langsung yang dimediasi oleh
komisioner membuat badan publik yang mau
membuka diri memberikan informasi kepada
pengguna informasi. I artinya pola komunikasi
langsung yang diciptakan oleh KI menunjukkan,
hahwa apa yang dikatakan Agustino (2006) bahwa
komunikasi merupakan salah-satu variabel yang
paling urgen mempengaruhi implementasi kebijakan
publik adalah suatu kenyataan yang sulit diingkari.
Komunikasi dapat menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan. Pola komunikasi dengan sikap
bijak. kemampuan dan ketrampilan komunikasi yang
mumpuni serta profesionalisme yang dimiliki
komisioner ditengah persengketaan informasi yang
cenderung meningkat, merupakan tantangan tersendiri
hagi K1 untuk menjadi mediator yang semakin handal.

Disist lain, kamunikasi terbuka atau komunikasi
langsung bertatap muka antara kedua belah pihak yang
bersengketa berkonsekwensi pada dua kenungkinan
pertama lebih mudah untuk memcahkan persoalan
terhindar dari miskomunikasi karena antar kedua belah
pihak saling berinteraksi, sckalipun konsekuensi untuk
memperdalam gap atnu perselisihan yang bisa jadi
lebih sengit. Akan tetapi banyak fakta yang
mengindikasikan jika ‘pola komunikasi langsung
dengan ada yang memediator, maka potensi dapat
mencairkan kebekuan suasana lebih tinggi, Para ahli
komunikasi mengatakan pola komunikasi langsung
atau komunikasi antar personal dianggap lebih sukses
duri pola kemunikasi lainnya. Rogers dan Shoemaker
dalam Alo Liliweri, (1991) berpendapat komunikasi
langsung bertatap muka lebih sukses karena seseorang
dapat berkomunikasi untuk mempelajari sesuatu
dengan baik apabila menggunakan lebih dari satu
inderanyi yaitu (a) tahapan mengetahui melalui indera
mata adalah 83,0%. (b), tahapan mendengar melalui
telinga adalah 11.0%. (c) tuhapan membau melalui
hidung adalah 3,5%. (d) Tahapan meraba melalui
fangan sebesar 1,5% dan tahapan merasa dengan
indera lidah sebesar 1,5%. Persentase tersebut
merupakan suatu keyakinan besar bahwa komunikasi
antar pribadi atau komunikasi tatap muka secara
langsung lebih ungggul dan komunikatif dart model
komunikasi lainnya.

Onong Uchjana (2006), juga menyatakan
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komunikasi tatap muka sering disebut juga
komunikast langsung (direct communication) yang
klasifikasinya mencakup komunikasi antarpersona
dan komunikasi kelompok). Pola kemunikasi ini
paling efektif dalam upaya mengubah sikap. pendapat.
dan penlaku  sescorang. Pola lamnva di dalam
berkomunikast adalah komunikasi bermedia nirmassa.
Menurut Onong, media ninmassa umumnya digunskan
dalam komunikasi untuk orang-orang tlerlentu atau
kelompok-kelompok dengan  kepenuingan tertentu
pula. Komunikasi nirmassa seperti surat, telepon,
telegram, letex, dun sebagainya.

Edwar [l (Agustino, 2006) mengakan
komunikasi merupakan faktor yang saneat
menentukan keberhasilan pencapasan mjuan dari
implementasi kebijakan publik. la juga mengatakan
terdapat tiga indikator vang dapat digunakan dalam
mengukur keberhasilan variabel komunikasi yait :
(1) Transmisi. Penvaluran kemunikasi vang baik akan
dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik
pula, Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran
komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomu-
nikasi) wvang disebabkan banyaknva tingkatan
birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi.
schingga apa vang diharapkan terdistorsi di tengah
jalan, (2) Kejelasan. Komunikasi vang diterimy oleh
pelaksana kebijakan (street-level-bureancrais) harus
jelas dan tidak membingungkan atau tidak
ambigw/mendua. (3) Konsistensi. Perintah yang
diberikan dalam pelaksanaan suatu komumibkuasi harus
konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan.
Jiks perintah yang diberikan sering berubah-ubah,
maka dapat memimbulkan kebingungan bagi pelaksana
di lapangan.

Hal yang tidak lepas dan pola komunikasi
adalah akses ke media massa, hasil pengamatan
penulis konteks keberadaan KI Provinsi Kaimantan
Selatan dengan segala kinerja yang telah dihasilkan
relatif jarang dipublis kemedia massa, padahal penting
sekali disebarluaskan dan gaung yang lebih mumpuni
di masvarakat uas. Anwar Anfin. (2010) mengatakan
media massa merupakan sarana vang paling setrategis
untuk menyebarluaskan informast, memperkenalkan
dan mengangkan pencitraan serta diseminasi berbagai
kebijakan pemerintah,

Tantangan Penyelesaian Sengketa Informasi
Untuk mengimplementasikan Undang-Undung
ataupun Perda Keterbukaan Informasi Publik
diperfukan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran
tinggi, untuk mau mengubah sikap dan penlaku
schagaimana tuntunan dalam Undang-Undang/Perda
Keterbukaan Informasi vang antara lain ; setiop badan
publik harus siap menyediakan, memberi dan
melayani kepada setiap pemohon informasi publik.
Jika badan publik belum mengetahui, memahami dan

{Harfiningsin)

belum memiliki kesadaran terhadap hal i, berarti
sebuah hambatan untuk mencapai pemerintahan vang
bersih sebagai mana muntutan UU KIP, sekaligus
merupakan tantangan pula bagi Kl untuk menggiring
badan publik mengubah sikap dan perilaku sesuai
dengan wuntunan Undang-undang KIP meliputi hak
dan kewajibannya, Badan Publik vang menvadan akan
huk dan kewajibannyva cukup banvak, namun vang
sebaliknya tidak sedikit pula vang hanya setengah-
setengah melakukan kewajiban tersebut.. Enggan
memberikan daty apalagi ada dugaan kegagalan dalam
melaksanakan program Ketjanya, enggan pula untuk
menjelaskan permasalahan yang dihadapi manakala
pencapaian target jauh di bawah standar vang
diharapkan atau memang ada penyalahgunaan
wewenang. Entah enggan atau kerima pengetahuan
terhadap UL KIP yvang masih terbatas, masyvarakat
memiliki hak untuk melakukan pengawasan jalanmya
pembangunan dan memiliki hak pula untuk
mendapatkan informasi vang bersifat umum,

Ketua KI Samsul Rani, Tamliha Harun dan
Nazmi menjelaskan “soal pengetahuan dan kesadaran
badan publik terhadap UU/Perda KIP. Pengetahuan
badan publik terhadap ketebukaan informasi cukup
memadal, paling tidak mencapai lebih dari 50% badan
publik mengetahw ULl KIP. Jika mereka mengatakan
tidak tahu i hanva kepura-puraan suja, Sebab, Kl
sudah melakukan sosialisasi dihampir semua SKPD di
Kalimantan Selatan. Sesungeuhnya tidak ada alasan
pika ada yvang mengatakan jika tidak atau belum tahu,
sehab selain kita vang akuf melakukan sosialisasi,
perkembangan teknologi yang tinggi memben kita
banyak pengetahuan termasuk berbagai peraturan
seperti ULl KIP dan Perda nomor 12 tahupn 2014
Tentang Keterbukaan Informasi Publik  Provinsi,
Thamliha Harun menyebutkar, kalau melihat realitas
di lapangan, sebensmyva vang  terjadi bukin persoalan
tahu dan tidak tahu, melainkan memang tingkat
kesadaran badan publik yang masih rendah. Hal it
tidak lain dikarenakan; adanya kekhawatiran ketahuan
belang, penyimpangan, dan lain sebagainya dari badan
publik. Oleh karenanva informasi vang dianggap
rawan mereka tutup rapat. Kemudian, badan publik
sepertinya masih terkondisi dengan  pola pikir dan
gaya lama, takut memberikan informasi khususnya
informasi vang rawan seperti  penyalahgunaan
wewenang yang ada di badan publik. Pada intinya
badan publik belum siap sepenuhnya menerapkan UU
KIP. Memang. ULl KIP/Perdp merupakan bumerang
dan beban berat bagi badan publik karena pelaksanaan
LU/Perda KIP tersebut bisa jadi mundur kena maju
kena. Untuk membentuk kesadaran bukan sesuatu
yang mudah memakan waktu yang cukup dan dengan
berbagai pendekatan. Kl memiliki tangoung jawab
moral agar badan publik sadar aksn tugas dan
kewajiban mereka terhadap layanan informasi publik.
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Karena itu dalam setiap persidangan persengketaan
informasi publik selalu diselipkan pesan agar mereka
melakukan gerakan perubahan dari  ketertutupan
menjadi transfaran terhadap informasi publik™.

Data tentang pengetahuan badan publik
terhadap UL Nomor 12 Tahun 2014 Tahun 2014
tentang KIP sebagaimana diungkapkan anggota KL
hanva terhadap  badan publik pemerintahan, Data
tersebut berbeda dengan pengetahuan Badan Publik
latrmya sepertt BUMN, BUMD, Yayasan dan bahkan
lembaga legislatf belum banvak mengetahui, hasil
penelitian Theramsyah dan Hartiningsih, (2014)
menyebutkan sejumlah Badan Publik  dibeberapa
dagrah seperti di Provinsi Kalimantan Selatan,
Kalimantan Teneah dan Provinsi Selawesi Tengah
masih banyak vang belum mengetahui UL KIP. seperts
kalangan BUMN, BUMD. segenap yavasan dan
bahkan dikalongan anggota legestatil, bahkan adu
kalangan media massa yang juga belum mengetahul
UL tersebut. Kalaupun mercka mengetahut hanva
sebatas tahu dan permah membaca atau mendengar dari
pembicaraan teman se kantor, tidak dalam kapasitas
memahami. Data lain terkat dengan hal itu juga
ditunjukkan dengan hasil penelitian Laila, (20014) yang
menyatakan idealnya setiap instansi pemerintah
memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi) vang merupakan tempat aksesnva
penyedia dan pengelolaan informasi dan data sehingga
menajemen  data menjadi terpusat. Sayangnya,
pembentukan PPID khusus di Kota Banjarmasin
belum sesuai dengan ketentuan UL KIP bahkan ada
yang masih dalam wacana, Memang sebagian kantor
pemerintahan sudah ada PPIDnva hanye saja nama
vang diberikan berbeda ndak mengacu pada nama
vang dimuart di dalam UL KIP.

“Tingkat pengetahuan memang modal dasar
untuk bisa mengubah sikap dan perilaku, namun untuk
menggugah kesadaran yang berarti mengubah perilaku
mental para pejabat publik dar kebinsaan tertutup
menjadi lebih transparan dan terbuka terhadap
mformasi publik bukan sesuatu yang sederhana. Apa
lagi menyangkut data dan informas) yang rawan dan
berisiko tinggi terhadap keberadnan lembaga, jabatan,
dan orang-orang disckelilingnya, Bisa jadi pejabal
publlik beranggapan UL KIP vang sebenamya untuk
ménciptakan  pemerintahan vang baik, kredibel,
akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi
menjadi beban dan hanya mudah didcapkan tetapi
susah dilaksanakan.

Kesadaran vang relatif rendah terhadap
keterbukaan informasi publik salah satunya tergambar
melalui indikasi proses persidangan. Terdapat
sejumlah lembaga publik vang ketika dimediasi belum
Juian memiliki kesadamn untuk membenkan informasi
kepada pemohon mformasi, sekalipun K1 menyvatakan
informasi bersifat umuom dan harus terbuka, dan haros
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dilakukan dengan beberapa kali sidang atau dengan
proses ajudikasi yakni membuka sidang hingga 3
sumpat 4 kali, itu pun ada persayaratan yang dimintd
oleh badan publik usat sidang  putusan akhir mediasi
ataupun ajudikasi. Pihak termohon melalui majelis
sidang bersedia memberikan informasi dengan catatan
pemohon informasi tidak menyalahgunakan atau
memperjualbelikan informasi yang telah disampaikan
melalui sidang sengketa ataupun data lain vang
disediakan setelah putusan sidang. Dengan kata lain,
terkesan ada ketakutan jika informasi yang
disampaikan akan diketahui oleh pihak lain, sebut saja
media massa misalnya. Jadi tantangan terberat yang
dihadapt Kl adalah mengpgugah dan menggiring
kesadaran badan publik untuk menciptakan
keterbukaan informas,

Memang mengubah sikap dan perilaku udaklah
mudah apalagi UUPerda KIP merupakan bumerang
bagi badan publik, ketika informasi publik dibuka
maka tidak mustahil mengancam kedudukan méreka.
Pada masa sckarang ini keberadaan Badan Publik
dalam merefreksikan UL/Perda KIP sepertinva masih
berada pada tahap akan beradaptasi karena kebijakan
tersebut sering bertentangan dengan pelaksanaan atau
sebaliknya, pelaksanaan bertentangan dengan
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagaimana
dikemukakan Edward 111 vang dirangkum (Winamo
2008) mengatakan beberapa hambitan umum vang
biasa teradi dalam transmisi komunikasi yaitu
“Pertamu. terdapat pertentangan dantara  pelaksana
kebijakan dengan penntzh vang dikeluarkan oleh
pembuiat kebijakan, Pertentangan seperti int akan
mengakibatkan distorsi dan hambatan yang langsung
dalam komunikasi kebijakan.

Namun demikian, dengan dibawanya beberapa
kasus persengketaan antara badan publik dengan
pemohon informasi ke Kl secara perlahan diharapkan
dapat dijadikan pelajaran dan pengalaman berharga
oleh sejumlah badan publik lainnya, selanjutnya dapit
menjadikan mereka sadar bahwa apa vang dilakukan
oleh badan publik dalam penyelenggaran negar
digwasi oleh masyarakat (publik). Ketika kesadaran
belum tercipta maka jangan berharap badan publik bisa
tenang dan pemerintahan yvang bersih bisa terlaksana,
dan KI bisa menckankan tentang konsekuenst jika
badan publik terbuki seéngaja tidak  memberikan
informasi maka berlaku sanksi pidana Bab X1 Pasal 52
yakni kurungan paling lama | (satu) tahun dan/atay
pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima
ratus juta rupiah).

Tantangan vang dihadapi Kl dalam melaksakan
tugas vakni menyelesatkan sengketa informasi selamn
kemampuan mengpungah atau menggiring Kesadaran
hadan publik, satu hal yang lebih urzen lagi adalah
terjadinya sudut pandang vang berbeda antura Kl
dengan PTUN dalam memaknai kasus sengketn
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informasi. Pandangan yang berbeda tersebut
mempengaruhi pada hasil putusan b.

“Ketva KI Samsul Rani, Tamliha Harun
mengungkapkan ; dan kedua matert informasi vang
disengketakan sampai pada PTUN menurut
pandangan KI adalah imformasi vang harus diberikan
kepada pemohon informasi karena itu menjadi hal
pemohon untuk mengetahui, jika tidak dibuka
dianggap merugikan pemohon informasi, Namun, oleh
PTUN informasi vang dimohonkan pemohon bukan
untuk diinformasikan karena ndak untuk kepentingan
umum dan tidak dibukanya informasi tersebut, tidak
akan merugikan, kasus tersebut juga lebih bersifat
kasus perdata.”

Persidangan sengketa informasi vang
direalisasikan PTUN Banjarmasin masih jauh dari
harapan Kl yang mana. sidang sengketa informasi
publik antiara pemohon informasi Sopyan Noor dengan
termohon Badan Pertanahan Kota Banjrmasin dan
antara kasus termohon Muhit Afif dengan Badan
Publik Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan
Selatan akan direfleksikan oleh lembaga pengadilan
yang lebih tinggi (PTUN) dengan menggunakan dasar
hukum UL KIP, pamun ternyata ditinjau dengan
landasan hukum perdats, dengan sudut pandang
kacamata yang berbeda. Tersebut maka oleh PTUN
informasi yang dimohonkan pemohon dianggap bukan
bersifar informast publik dan apabila tidak dibuka
tidak merugikan publik.

Secara logika sederhana, karena vyang
disengketakan adalah masalah permohonan informasi
agar sesuatunya menjadi terang dan jelas duduk
perkaranya, maka lembaga pemutus sengketa tetap
merujuk pada undang-undang KIP. Kasus seperti ini
pernah terjadi pads penerapan UL nomor 40 tahun
1999 tentang Pers. Kesalahan etika yang dilakukan
oleh jurmalis yang idelanya hukum akan ditetapkan dan
diputuskan dengan menggunakan UU tentang Pers,
namun oleh Pengadilan acap kali dilakukan degan
menggunakan KUHP, maka terjadilah silang pendapat
antara Dewan Pers dengan lembaga pengadilan.
Dewan Pers berpandangan jika jurnalis media
melakukan pelanggaran terhadap etika, maka putusan
pengadilan mengatu pada UL Pers no 40, akan tetapi
jika jurnalis media melakukan undak kominal, ini baru
menggunakan KLHP

Namun demikian. walau bagaimanapun KI
dalam kasus sidang sengketa harus menghormati
putusan lembaga pengadilan, dengan tetap melakukan
upaya persamaan persepsi, schingga tidak terjadi
perbedaan vang semakin lajam dan mengurangi rasa
keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Sebagaimana disinggung sebelumnya kebera-
daun KI di Provinsi Kalimantan Selatan masih relatif
baru dan praktik PTUN dalam menvidang kasus
sengketa informasipun berjalan relatif buru pula. maka

[Hartiningsih)

wajar jika antara lembaga tersebut memiliki perbedaan
persepsi atas Kasus sengketa informasi. Karena itu
penting sekali untuk saling berdiskusi demi mencapai
kesamaan pemaknaan dan penafsiran terhadap kasus
sengketa informasi. sehingga tidak ada yang merasa
dirugikan dan tdak ada kesan pratik kotor yang
menang karena dibayar.

Diluar hambatan yang sangat urgen dalam
pengimplementasian penvelesaian kasus sengketa
informasi, hambatan lainnya sepertinya patut menjadi
perhatian adalah ketersediaan sarana dan prasana
(Infrastruktur) yvang dapat menunjang kegiatan KI
seperti ruang sekretarial kerja komisi yang belum
memadai pengamatan penulis ruangan K1 hanya
berukuran 4 x 6 m dengan Kapasitas diisi oleh 5
anggota komisioner ditambah dengan beberapa orang
staf dan panitera, sarana berupa meja dan kursi tempat
bekerja harus duduk secara bergantian. Belum lagi
fasilitas media komunikasi dan informasi vang sangat
terbatas untuk mengolah atau mengakses data secara
cepat dan penyimpanan arsip yang aman, sedangkan
komputer hanya | Personal Computer (PC) dan |
printer, belum memiliki alat perekam, padahal it
sangat penting khususnya saat berlangsung acara
persidangan dan bisa dijadikan alat bukti ungkapan
demi ungkapan data yang dilontarkan oleh kedua belah
pihak yang bersengketa. Menurut Ketua Kl semua
fasilitas masih serba terbatas. Untuk kelancaran kerja
dan menghasilkan karva vang maksimal harus
ditunjang oleh situasi dan kondisi vang nayvaman
dengan fasilitas yang memadai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penclitian dapat disimpulkan
motivasi masyarakat menggunakan favanan Kl dalam
rangka penyelesaiun sengketa informasi publik cukup
tinggi. Indikasi dibuktikan dengan peningkatan yang
signifikan dari twhun ke tahun. Hal ini pula
menunjukkan keberadaan Kl Provinsi Kalimantan
Selatan dipercaya masyarakat sebagai mediator yang
mampu menjembatani persehsihan informasi antara
pemohon informasi dengan termohon (badan publik).

Tiga pola kumunikasi permohonan penyele-
satan sengketa informasi yakni pola tertulis, pola tatap
muka dan pola penggunaan media baru (email) yang
dibangun Kl merupakan pola komunikasi vang ajeg
terdapat di masyarakat.  Pola komunikasi ini
memberikan ruang vang sesuai dengan kemampuan,
keahlian masyarakat Kalimantan Selatan. Demikian
pula halnya dengan pola komunikasi di dalam
persidangan sengketa informasi bersifar langsung
sangat efektif dan komunikatil' sera pratis. Pola
komunikasi bermakna sebagai pola komunikasi yang
menghasilkan nilai diseminasi dan edukasi terhadap
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badan publik tentang UU/Perda Keterbukaan
Informasi Publik.

Ketidaksiapan dan kesadaran badan publik yang
masih rendah terhadap pelaksapaan UL KIP
merupakan tantangan utama yang kemudian
mengharuskan Kl lebih inten lagi melakukan
sosialisast. Tantangan lainnya yang dihadapi K1 adalah
perbedaan persepsi atau silang pemahaman sntara Kl
dengan PTUN (Lembaga Tata Usaha Negera) dalam
mengambil keputusan terkait sengketa informasi.
Belum terciptanya satu sudut pandang, dan satu
pemikiaran mendorong K1 Provinsi Kalimantan
Selaten wntuk duduk satu meja menyatukan persepsi
vang scjalan dengan ketentuan UL KIP. Keterbatasan
fasilitas yang dimiliki K1 membuat KI tidak nvaman
dan kurang puas dalam melayani pengunjung
pengguna layanan K1

Rekomendasi

Masih diperlukan sosialisasi yang lebih inten
dari KI guna peningkatan kesadaran badan publik
terhiadap pelaksanaan UU KIP, dan guna menciptakan
persepsi vang sama antara K1 dengan PTUN dalam
mengambil keputusan sengketa informasi, maka
kedua lembaga ini dapat melakukan komunikasi dan
diskusi duduk bersama satu meja dengan
menghadirkan unsur Komisoner Pusat dan petinggi
PTUN.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan patut
memberikan perhatian terhadap keberadaan lembaga
KIyang kondisinya masih jauh dari memadai.
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